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di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.01/MENKES/295/2020
TENTANG
KLAIM PENGGANTIAN BIAYA PERAWATAN PASIEN PENYAKIT INFEKSI
EMERGING TERTENTU BAGI RUMAH SAKIT YANG MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah ditetapkan sebagai jenis
penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, memperhatikan
penetapan tersebut telah dilakukan upaya penanggulangan salah satunya melalui
penetapan rumah sakit rujukan yang dapat memberikan pelayanan penyakit
COVID-19. Selanjutnya rumah sakit rujukan dimaksud dan rumah sakit lain yang
menyelenggarakan pelayanan COVID-19 akan mendapatkan penggantian biaya
perawatan pasien penyakit COVID-19 melalui pengajuan klaim sesuai dengan
ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/Menkes/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya
Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit yang
Menyelenggarakan Pelayanan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan pelayanan
kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit COVID-19, khususnya
menjelaskan penyelenggaraan klaim biaya pelayanan COVID-19 berupa jaminan
pelayanan COVID-19 yang dilakukan oleh rumah sakit penyelenggara COVID-19.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846),

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236),

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447),

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis
Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya
Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan
Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1755);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif
Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan
dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 442),

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan
Biaya Pasien Penyakit Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1968);

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang
Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit
yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya; dan
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/238/2020 tentang
Petunjuk Teknis Klaim Pembiayaan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu
bagi Rumah Sakit yang menyelenggarakan Pelayanan Coronavirus Disease
2019 (COVID-19).



Sehubungan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada seluruh Pimpinan

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan Rumah Sakit agar
dalam mengajukan penggantian biaya pelayanan COVID-19 berupa jaminan
pelayanan COVID-19 memperhatikan hal sebagai berikut:

1.

Penggantian biaya pelayanan COVID-19 dapat diajukan oleh rumah sakit
rujukan penanggulangan PIE tertentu dan rumah sakit lain yang
menyelenggarakan pelayanan COVID-19 kepada Direktur Jenderal
Pelayanan Kesehatan cq. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan.

Rumah sakit penyelenggara pelayanan COVID-19 dapat mengajukan klaim
jaminan pelayanan COVID-19, untuk pasien yang dirawat sejak tanggal 28
Januari 2020

Kriteria pasien yang mendapatkan jaminan pelayanan COVID-19 meliputi:
a. Orang Dalam Pemantauan (ODP)
1) ODP usia di atas 60 (enam puluh) tahun dengan atau tanpa
komorbid/penyakit penyerta.
2) ODP wusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dengan
komorbid/penyakit penyerta.
b. Pasien Dalam Pengawasan (PDP)
c. Konfirmasi COVID-19

Berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang dirawat
pada rumah sakit di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

TARIF RAWAT JALAN

a. Rumah sakit dapat mengajukan penggantian biaya pelayanan COVID-
19 berupa jaminan pelayanan COVID-19 untuk pelayanan rawat jalan.

b. Besaran jaminan pelayanan COVID-19 untuk pelayanan rawat jalan
sesuai dengan tarif INA-CBG rawat jalan RS kelas A regional 1, jika
dilakukan sesuai dengan standar pelayanan (pelayanan konsultasi,
pemeriksaan laboratorium darah rutin dan X-ray foto thorax).

c. Rumah sakit yang memberikan pelayanan rawat jalan tidak sesuai
standar, maka tidak akan diberikan penggantian biaya pelayanan
COVID-19.

TARIF RAWAT INAP

Norma tarif: a + {(n.b) —a}-c

Komponen ¢ adalah Alat Pelindung Diri (APD) dan obat yang merupakan
bantuan pemerintah melalui APBN (Kementerian Kesehatan dan Badan
Nasional Penanggulangan Bencana) yang akan menjadi pengurang dari
besaran klaim yang diajukan rumah sakit.

a. ALAT PELINDUNG DIRI (APD)

STANDAR APD HARGA

Alat Pelindung Diri (APD) Rp. 400.000/satuan




STANDAR OBAT
No. STANDAR OBAT HARGA
1 | Azitromisin tab sal selaput 500 mg Rp. 1.778/tablet
2 | Azitromisin serb inj 500 mg Rp.  110.000/vial
3 | Levofloksasin inf 5 mg/ml Rp. 19.206/vial
4 | Levofloksasin tab sal selaput 500 mg Rp. 528/tablet
5 | Klorokuin tab 250 mg Rp. 850/tablet
6 | Oseltamivir 75 mg Rp. 10.010/kapsul

6. KOMORBID/PENYAKIT PENYERTA

a.

Komorbid/penyakit penyerta merupakan suatu keadaan dimana pasien
telah memiliki penyakit yang sudah diderita sebelumnya, bersifat kronik
dan akan memperberat perjalanan penyakit COVID-19 nya.

Penyakit tersebut diantaranya: Penyakit imunokompromise, Jantung,
Hati, Diabetes Melitus (DM), Asma, Hipertensi, Penyakit Paru Obstruktif
Kronik (PPOK), Tuberculosis (TB), Human Immunodeficiency Virus
(HIV), Ginjal, pascastroke, Kanker, dan penyakit kronis lain yang dapat
memperberat perjalanan penyakit COVID-19.

Adanya komorbid/penyakit penyerta  berpotensi memerlukan
penambahan sumber daya rumah sakit dan juga akan memerlukan
penambahan biaya diluar penyakit COVID-19. Untuk itu rumah sakit
harus menginput data di awal apabila ada komorbid/penyakit penyerta
melalui aplikasi e-claim sesuai dengan kode ICD-10 terapi dan tindakan
sesuai dengan kode ICD-9 CM.

Penggantian pembiayaan pelayanan COVID-19 tersebut dibebankan
pada jaminan pelayanan COVID-19 sampai dinyatakan oleh Dokter
Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) secara klinis, radiologis dan/
atau laboratoris (PCR negatif atau Rapid Test negatif) membaik dan
boleh pulang. Lama perawatan pasien dimaksud paling banyak
ditambah perawatan 1 hari.

Jika pasien dengan komorbid/penyakit penyerta yang akan melanjutkan
perawatan komorbid/penyakit penyertanya dengan menggunakan ruang
perawatan nonisolasi, hasil PCR atau rapid test harus negatif.
Selanjutnya pembiayaannya dijamin oleh JKN/asuransi kesehatan
lain/pasien.

7. KOMPLIKASI

a.

Pasien yang selama perawatan penyakit COVID-19 mengalami
komplikasi, maka pembiayaannya menggunakan jaminan pelayanan
COVID-19.

Jika pasien dengan komplikasi yang akan melanjutkan perawatan
komplikasinya dengan menggunakan ruang perawatan nonisolasi, hasil
PCR atau rapid test harus negatif. Selanjutnya pembiayaannya dijamin
oleh JKN/asuransi kesehatan lain/pasien.



8. CO-INSIDENS

a. Co-insidens merupakan suatu keadaan dimana terdapat 2 (dua)
penyakit atau lebih yang terjadi dalam satu episode perawatan secara
bersamaan, tidak saling berhubungan, dan bukan merupakan penyakit
kronis sebelumnya.

b. Penggantian pembiayaan penyakit pada keadaan co-insidens
bersumber dari luar pembiayaan jaminan pelayanan COVID-19 sesuai
dengan kepesertaan pasien tersebut, yaitu pembiayaan yang dijamin
oleh JKN/asuransi kesehatan lain/pasien. Pembiayaan ini sebagai
pembayaran yang diterima rumah sakit bersamaan dengan jaminan
pelayanan COVID-19 (penggantian  biaya untuk jasa layanan,
akomodasi tambahan untuk ruang isolasi, APD dan obat yang sesuai
dengan standar obat dalam bentuk cost per day)

Contoh :

- Pasien hamil dengan penyakit COVID-19 (konfirmasi COVID-
19/PDP/ODP/OTG) yang sesuai indikasi memerlukan tindakan.

- Pasien Fraktur dengan penyakit COVID-19, (konfirmasi COVID-
19/PDP/ODP/OTG) yang sesuai indikasi memeriukan tindakan.

9. PEMULASARAN JENAZAH
Pembiayaan pemulasaran jenazah ditagihkan bersama perawatan per pasien
yang meninggal dan dibiayai dengan harga pasti yang sudah ditentukan
(fixed prices).

10. KASUS DISPUTE
Jika terdapat kasus dispute, maka dapat dilakukan verifikasi ulang bersama
Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan serta dapat melibatkan dinas
kesehatan setempat dan organisasi profesi. Hasil verifikasi tersebut
ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh
tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
—Pada tanggal 24 April 2020
Yy WE,

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK/ INDONESIA,

l

TERAWAMN AGUS PUTRANTO



